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tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri ESDM No.174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan

Masyarakat.



